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PERATURAN WALi KOTA TANJUNGBALAI 

NOMOR : 07 TAHUN 2018 

T E N T A N G  

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTATANJUNGBALAI, 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor O 1 Tahun 2018  ten tang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018  perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota 
Tanjungbalai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018 
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018;  

1 .  Undang-Undang Drt Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 



Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;  

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Norn.or 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Norn.or 5587), sebagairnana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Norn.or 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Norn.or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015  Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Norn.or 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Norn.or 137 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10.  Peraturan Pemerintah Norn.or 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

1 1.  Peraturan Pernerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 123,  Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ) ;  

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 73 , Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;  

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn.or 6057); 

 



@ 
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 
tahun 2015 tentang perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah; 

15 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 310 ) ;  

16 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2 0 1 1  tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16  
Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indon_esia Tahun 2 0 1 1  Nomor 525); 

17 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah denga 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  tentang Pedoman Pemberian dan Bantuan Hibahyang bersumber dari 
Anggaran dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016  Nomor 541 ) ;  

18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013  Nomor 1425) ;  

19 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2 0 1 7  tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 8  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7  
Nomor 825) ;  

20 .  Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

2 1.  Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2 0 1 6  tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota 
Tanjungbalai; 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2018  

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2018  terdiri dari : 

1 .  Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

Jumlah Pendapatan 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tak Terduga 

b. Belanja Langsung. 
1)  Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 

Surflus / (Defisit) 

Rp. 69.060.641.086, 
Rp. 530.190.296.000, 
Rp. 2 6 . 5 2 2 . 1 1 3 . 1 4 2 , -  

Rp. 301 .946.298.775,  
Rp. 0, 

Rp. 0, 
Rp. 6.795.000.000 ,- 
Rp. 17.583.000.000, 

Rp. 0 ,- 
Rp. 640.983.873,- 
Rp. 800.000.000 ,- 

Rp. 32.567.874.438, 
Rp. 205.183 .987.003,  
Rp. 265.955 .906.139 ,-  

Rp. 625.773.050.228, 

Rp. 831.473.050.228 , 

(Rp. 205.700.000.000 ,-) 



3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 
Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan 

Rp. 210.000.000.000, 
Rp. 4.300.000.000, 

Rp. 0 - 
' 

Rp. 205.700.000.000,- 

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 3 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini . 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalain Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Tanjungbalai 

Ditetapkan di Tanjungbalai. 
pada tanggal 2 1  Februari 2018 

WALi KOTA TANJUNGBALAI, 

M. SYAHRIAL 
Diundangkan di Tanjungbalai 
pada tanggal 2 1  Februari 2018 SE;;S �AERAH KOTA 
ABDINUSA 

ARAF SEKDA : ·······h········· 
f 

KABAG HUKUM DAN HAM : ······�·*·········· SEKRETAP.IS � ···· .. J·· . 
KP,,BlD · ... , .• ··r···"···•·· 
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